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ABSTRAK
Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sentra Penegakan
Hukum Terpadu Pada Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum
Ditinjau Dari Pasal 486 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Oleh Erie Firmansyah

Penyelenggara Pemilu di Indonesia terdiri atas KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai
satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu, model kelembagaan penyelenggara
Pemilu berdiri secara independen dan terlepas dari intervensi pemerintah, partai
politik (parpol) maupun kelompok kepentingan lain. Dalam pelaksanaan Pemilu
terdapat banyak pelanggaran hukum. Setidaknya ada enam jenis masalah hukum
Pemilu yaitu kode etik penyelenggara, pelanggaran administrasi, sengketa proses,
sengketa tata usaha negara, perselisihan hasil dan tindak pidana. Untuk penanganan
tindak pidana Pemilu dilakukan oleh Sentra Gakkumdu. Pada tesis ini membahas
bagaimana kedudukan Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak
pidana Pemilu dan peranan Bawaslu dalam proses penanganan tindak pidana
Pemilu. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif (legal
research) dimana menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan
penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Hasil dari penelitian ini
Bawaslu yang menentukan apakah laporan atau temuan tindak pidana Pemilu
terpenuhi syarat formil dan materil pelanggaran Pidana Pemilu, namun secara
substansial Bawaslu tidak memiliki kewenangan khusus dalam proses penanganan
tindak pidana Pemilu, kewenangan penyelidikan dan penyidikan masih merupakan
kewenangan Kepolisian, begitupun kewenangan penuntutan dan eksekusi
merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Bawaslu berperan dalam a)
menerima laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, b) melakukan kajian
awal dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, ¢) menyusun kajian pelanggaran
tindak pidana Pemilu, termasuk didalamnya melakukan klarifikasi terhadap
pelapor, terlapor, saksi-saksi serta meminta keterangan dari ahli, d) menugaskan
Gakkumdu unsur Kepolisian untuk melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan
kepada Gakkumdu unsur Kepolisian melalui surat tugas Ketua Bawaslu, Bawaslu
Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya, e) melakukan
pembahasan bersama dengan Gakkumdu unsur Kepolisian dan Kejakasaan dalam
melakukan penyusunan kajian pelanggaran tindak pidana Pemilu, f) menentukan
laporan tindak pidana Pemilu yang diterima akan diteruskan atau tidak diteruskan
kepada Penyidik berdasarkan hasil pleno.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Kedudukan Bawaslu, Pidana Pemilu.
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ABSTRACT
Position of the Election Supervisory Body in the Integrated Law
Enforcement Center in the Process of Handling General Election Crimes
Reviewed from Article 486 Paragraph (3) of Law Number 7 of 2017
About the General Election

By Erie Firmansyah

Election organizers in Indonesia consist of KPU, Bawaslu, and DKPP as a single
function of Election Organizer, the institutional model of Election organizers stands
independently and free from government intervention, political parties (parpol) or
other interest groups. In the implementation of the Election there are many
violations of the law. There are at least six types of Election legal problems, namely
the code of ethics of organizers, administrative violations, process disputes, state
administrative disputes, disputes over results and criminal acts. The handling of
Election crimes is carried out by the Sentra Gakkumdu. This thesis discusses how
the position of Bawaslu in the Sentra Gakkumdu in handling Election crimes and
the role of Bawaslu in the process of handling Election crimes. The type of research
used is the normative juridical method (legal research) which examines the law as
a rule that is considered in accordance with normative juridical research or written
legal research. The results of this study Bawaslu determines whether the report or
findings of election crimes meet the formal and material requirements of election
crime violations, but substantially Bawaslu does not have special authority in the
process of handling election crimes, the authority to investigate and investigate is
still the authority of the Police, likewise the authority to prosecute and execute is
the authority of the Public Prosecutor. Bawaslu plays a role in a) receiving reports
of alleged election crime violations, b) conducting an initial study of alleged
election crime violations, c¢) compiling a study of election crime violations,
including clarifying the reporter, the reported, witnesses and requesting information
from experts, d) assigning Gakkumdu elements of the Police to carry out
Investigations and Investigations to Gakkumdu elements of the Police through a
letter of assignment from the Head of Bawaslu, Provincial Bawaslu or
Regency/City Bawaslu according to their level, €) conducting joint discussions with
Gakkumdu elements of the Police and the Prosecutor's Office in compiling a study
of election crime violations, f) determining whether the election crime report
received will be forwarded or not forwarded to the Investigator based on the results
of the plenary session

Keywords :General Election, Position of Bawaslu, Election Crimes.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu wujud dari demokrasi dan kedaulatan rakyat yakni Pemilihan
Umum (Pemilu), Pemilu merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam sebuah
negara demokrasi, Pemilu yang jujur dan adil akan menjadi cerminan kualitas
demokrasi suatu negara. Pemilu merupakan bagian fundamental dari
pemerintahan yang demokratis yang juga dapat dimaknai sebagai manifestasi
kedaulatan rakyat, dalam sistem politik yang demokratis terkait pemilu yakni
adanya pemerintahan yang harus dipilih secara teratur melalui pemilihan yang
adil, terbuka serta terdapat larangan terhadap tindakan yang bersifat pemaksaan.

Dalam Pemilu terdapat hak memilih dan dipilih bagi warga negara yang
telah memenuhi syarat, termasuk pula hak untuk mengekspresikan kebebasan
politik, tercapainya indikator sistem politik negara demokratis tidak terlepas
dari konstruksi hukum pemilu yang mendasari sistem dari penyelenggaraan
Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
menyebutkan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah
sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan



Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
mengatur tentang lembaga apa yang menyelenggarakan Pemilu di Indonesia.
Dimana Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu
yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi
Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh
rakyat.

Ketiga lembaga sebagaimana dikemukakan diatas memiliki tugas dan
kewenangan untuk menegakkan prinsip dalam penyelenggaraan Pemilu
berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia, tepatnya seperti dirumuskan dalam
pasal 22 E UUD 1945. Ketiga lembaga itu bertugas untuk memastikan bahwa
ada jaminan akan terwujudya penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil yang beretika menurut hukum atau bermartabat. !

Model kelembagaan penyelenggara pemilu berdiri secara independen
dan terlepas dari intervensi pemerintah, partai politik (parpol) maupun
kelompok kepentingan lain. Model kelembagaan pemilu yang mandiri meliputi

aspek institusional, fungsional dan personal. Aspek institusional

! Muhammad & Teguh Prasetyo, 2018, Eksistensi DKPP RI Dalam Mengawal Demokrasi
dan Pemilu Bermartabat, RajaGrafindo Persada, Depok, him. 192.



penyelenggaraa pemilu tidak tunduk dan bebas dari ketergantungan dari
berbagai pihak. Aspek fungsional bermakna bahwa kewenangan
penyelenggaraa pemilu dalam pelaksanaan pemilu harus bebas dari intervensi,
sedangkan aspek personal dimaksudkan agar tiap individu yang terlibat dalam
pemilu bersifat nonparticipant dan tidak memihak.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, baik dalam pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota masih banyak ditemukan
terjadinya berbagai pelanggaran hukum. Masalah hukum Pemilu terkesan
sangan kompleks, karena di samping banyaknya kategori masalah pelaksanaan
penanganan masalah hukum pemilu juga melibatkan banyak lembaga/ institusi.

Setidaknya terdapat enam jenis masalah hukum Pemilu berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu, jenis masalah hukum Pemilu tersebut yaitu pelanggaran kode etik
penyelenggara Pemilu sebagaimana pasal 456, pelanggaran administrasi Pemilu
sebagaimana pasal 460, sengketa proses Pemilu sebagaimana pasal 466,
sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana pasal 470, perselisihan hasil
Pemilu sebagaimana pasal 473 dan tindak pidana Pemilu sebagaimana pasal
476.

Banyaknya jenis masalah hukum pemilu tersebut berbading lurus pula
dengan banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganannya. Lembaga-

lembaga tersebut yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),



Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU),
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan Tata Usaha
Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Belum lagi
keterlibatan Komisi Penyiaran atau Dewan Pers untuk mengawasi pemberitaan
dan iklan kampanye, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk

menyelesaikan tentang Netralitas ASN.

Kompleksitas masalah yang timbul serta banyaknya lembaga atau
institusi yang terlibat dalam penanganan hukum Pemilu memperlihatkan begitu
kompleknya masalah hukum pemilu atau dengan kata lain masalah hukum
pemilu terdesain dengan demikian kompleks. Butuh energi ekstra untuk
memahami dan melaksanakan penegakan hukum Pemilu, begitupun
pelaksanaan penegakan hukum pidana pemilu menghadapi berbagai persoalan,
baik karena konten aturannya yang tidak terlalu mendukung maupun karena
faktor penegak dan budaya hukum.

Kompleksitas yang demikian sesungguhnya juga melekat pada masalah
hukum pemilu pada ranah tindak pidana pemilu. Sekilas mungkin tampak
sederhana, namun jika didalami, pengaturan dan penegakan hukum untuk tindak

pidana pemilu juga memiliki kerumitan tertentu. Utamanya masalah pembuktian,
profesionalitas penegak hukumnya, dan birokrasi penegakannya yang diatur dalam

berbagai undang-undang terkait pemilu.?

2 Khairul Fahmi, 2015, Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Volume 12, Jurnal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Juni 2015, hlm. 266.



Kompleksitas persoalan itulah yang hendak ditelaah lebih jauh. Salah satu
jenis dari masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan Pemilu adalah
terjadinya berbagai pelanggaran, dan dimana pelanggaran tersebut merupakan
termasuk tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.®

Tindak pidana Pemilu di Indonesia dalam perkembangannya mengalami
banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai tentang
penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak
pidana pemilu semakin menjadi perhatian yang serius, karena ukuran
keberhasilan negara demokrasi dilihat dari kesuksesan menyelenggarakan
pemilu. Agar terciptanya kesuksesan pemilu tersebut maka penting adanya
kinerja yang baik oleh penyelenggara pemilu.

Menyangkut pemberantasan tindak pidana Pemilu pemerintah
menyerahkan penanganan dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(Sentra Gakkumdu). Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut
Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang
terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu
Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah,
dan/atau Kepolisian Resort, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

Sentra Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki

peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu, dalam Pasal 486 butir

3 Topo Santoso, 2006, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5



(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara eksplisit
dijelaskan dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman
dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik
Indonesia. Para anggota Gakkumdu sendiri berasal dari Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik
Indonesia.*

Proses penanganan tindak pidana Pemilu diatur dalam Pasal 476 s.d 484
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mengenai laporan
tindak pidana Pemilu dimuat dalam Pasal 476 yang berbunyi:

1. Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada
Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1x24 (satu kali dua
puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa
perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.

2. Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah
berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan

Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.

4 Binov Handitya, 2018, Jurnal : Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu, Semarang, him. 348



3. Laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat pelapor;
b. pihak terlapor
c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
d. uraian kejadian

Laporan lalu diteruskan kepada penyelidik, yang sebagaimana dalam
Pasal 479 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan
bahwa Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan
yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu, hasil penyelidikannya disertai
berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1x24 jam, setelah itu
penyidik menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada
penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan
dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.

Hasil penyidikan yang telah disampaikan, selanjutnya penuntut umum
melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari
sejak menerima berkas perkara. Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana
Pemilu dilakukan oleh majelis khusus yang dimana majelis khusus ini terdiri
atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada pengadilan negeri dan
pengadilan tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara tindak pidana Pemilu yang ditetapkan berdasarkan
keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab



Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali ditentukan lain dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri,
pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana
Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara, dan dapat
diajukan banding yang paling lama diajukan 3 (tiga) hari setelah permohonan
banding diterima. Dan sebagaimana dalam Pasal 484 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilu putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana
Pemilu yang menurut Undang-Undang dapat memengaruhi perolehan suara
Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU
menetapkan hasil Pemilu secara nasional.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 486:

(1) untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana
Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan
Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu.

(2) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

(3) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik
yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut
yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Dilihat dari isi pasal 486 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilu tersebut dinyatakan bahwa “Gakkumdu sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik
Indonesia”. Dengan demikian, menjadi sebuah pertanyaan besar dimana
kedudukan Bawaslu dalam struktur Gakkumdu jika dilihat dari ketentuan pasal
486 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Berdasar uraian yang dikemukakan tersebut diatas, maka penulis ingin
menelitinya lebih lanjut dalam bentuk Tesis dengan judul “Kedudukan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada
Proses penanganan tindak Pidana Pemilihan Umum Ditinjau dari Pasal 486

Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”.

. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul Tesis tersebut di atas, maka beberapa permasalahan
pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

A. Bagaimanakah kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam
Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada Proses
Penanganan Tindak Pidana Pemilihn Umum Ditinjau dari Pasal 486 Ayat
(3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ?

B. Apakah Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam

Proses penanganan tindak pidana Pemilihan Umum?

. Ruang Lingkup
Sebagai pembatasan terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka

ruang lingkup dari penelitian Tesis ini adalah menyangkut kedudukan Badan
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Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(GAKKUMDU) pada Proses penanganan tindak pidana Pemilu serta apakah
peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam proses penanganan tindak
pidana Pemilihan Umum, namun tidak tertutup kemungkinan menyinggung

hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

a) Menganalisis dan menjelaskan bagaimana sebenarnya kedudukan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sentra Penegakan Hukum
Terpadu (Gakkumdu) pada Proses penanganan tindak pidana Pemilihan
Umum jika ditinjau dari Pasal 486 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum.

b) Menganalisis dan menjelaskan apakah peranan Badan Pengawas
Pemilihan Umum dalam proses penanganan tindak pidana Pemilihan

Umum.

2. Manfaat Penelitian
Secara garis besar manfaat penelitian ini adalah :
a) Manfaat Teoritis
Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Tata
Negara dan Hukum Administrasi Negara, yang diharapkan dapat

memberi sumbangan pemikiran dan untuk menambah bacaan-bacaan
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yang mungkin sudah ada khususnya yang menyangkut masalah Hukum
Pemilu.
b) Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini berguna sebagai bahan pemikiran dan
masukan bagi Penyelenggara Pemilihan Umum Khususnya Badan
Pengawas Pemilihan Umum maupun pihak yang berkaitan dengan
penyelenggaran Pemilihan Umum termasuk didalamnya Komisi
Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu dan

Stakeholder lainnya.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis
a. Teori Penegakan Hukum

Teori tentang penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo,
penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide
dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu
proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi
kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain
adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam
peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses
penegakan hukum ini menjangkau pula kepada pembuatan hukum.

Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan
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dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan
hukum itu dijalankan.’

Penegakan hukum menurut Soerjono Sockanto adalah proses
yang melibatkan banyak hal. Penegekan hukum secara kongkret
merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek yang seharusnya
dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara
berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan
menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin
dipatuhinya hukum materil dan menggunakan cara prosedural yang di
tetapkan hukum formal.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dari
penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-
nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan
mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap
akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian
pergaulan hidup. Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai
sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang
dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan
jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum
sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang

digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya

5 Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, him. 24
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sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang

mempunyai tujuan tertentu.’

Menurut Soerjono Soekanto, yang menjadi faktor-faktor
penghambat dalam penegakan hukum, yaitu:’

1.  Faktor hukumnya sendiri. Terdapat beberapa asas dalam
berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-
undang tersebut mempunyai dampak positif, artinya agar undang-
undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam
kehidupan masyarakat;

2. Faktor penegak hukum. Penegak hukum mempunyai kedudukan
(status) dan peranan (role). Seorang yang mempunyai kedudukan
tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant).
Hak sebenarnya adalah wewenang untuk berbuat atau tidak
berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas;

3.  Faktor sarana atau fasilitas. Penegakan hukum tidak tidak
mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan
fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga
manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik,
peralatanyang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya;

4.  Faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan

bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh

% Soerjono Soekanto, 1987, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 14
"Ibid, hlm. 15
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karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat
mempengaruhi penegakan hukum tersebut;

5. Faktor kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya
mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-
nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa
yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap
buruk (sehingga dihindari).

Penegakan hukum merupakan perhatian dari perbuatan atau
tindakan yang melawan hukum yang telah terjadi (onrecht in actu) atau
juga perbuatan hukum yang mungkin belum terjadi (onrecht in
potentie). Menurut Jimly Asshiddiqie, SH, penegakan hukum adalah
proses yang dilakukan dalam upaya untuk berdirinya atau berperannya
norma atau aturan hukum secara konkret sebagai tuntutan perilaku
hubungan hukum yang dilakukan setiap masyarakat dan bernegara.®

Inti dari pengartian penegakan hukum terletak pada bagiamana
suatu aturan norma-norma itu menciptakan keharmonisan hubungan
nilai-nilai didalam kaidah-kaidah yang baik agar menciptakan,
memelihara, dan mempertahankan kedamaian didalam masyarakat dan
bernegara. Penegakan hukum pidana yaitu menerapkan hukum pidana
oleh aparatur penegak hukum yang merujuk pada pelaksanaan

peraturan-peraturan yang diatur didalam hukum pidana. Menurut

8 Jimly Asshiddigie, 1998, Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi,
Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 93



15

Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum
pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari
keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan
unsurunsur dan aturan-aturan yaitu :

a.  Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan
dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi
barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

b.  Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah diancamkan.

c.  Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar
larangan tersebut.’

b. Teori Pengawasan

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI)
merumuskan pengertian pengawasan adalah salah satu fungsi organik
manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk
memastikan dan menjamin bahwa tujuan organisasi telah terlaksana
sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, instruksi, dan ketentuan yang
telah ditetapkan.'”

Islilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah
“awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja.
Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut :

“Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar

° Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, hlm.23
10 Firman Umar, 2015, Pengawasan Komisi Yudisial dalam Perspektif Kekuasaan
Kehakiman yang Merdeka, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, him. 102-103
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pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan
dan atau hasil yang dikehendaki”.!!

Pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh beberapa para
ahli, misalnya George R Terry berpendapat bahwa, “control is to
determine what is asccomplished evalutie it, and apply corrective
measure, if needed to ensure result in keeping with the plan”.
Terjemahan : pengawasan merupakan suatu upaya untuk menentukan
hasil yang telah diraih, mengevaluasi hasil tersebut, dan menjamin agar
hasil yang dicapai sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.!?

Menurut Prof. Dr. Makmur, M.Si menyatakan bahwa
pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk
memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau
beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan
menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan
benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang
sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau
organisasi yang bersangkutan. '’

Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu

proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.'*

' Sarwoto, 1991, Dasar-dasar Organisasi dan Management, Ghalia Indonesia, Jakarta,
hlm. 93

12 Angger Sigit Pramukti & Meylani Chahyaningsih, 2016, Pengawasan Hukum Terhadap
Aparatur Negara, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, him. 14

13 Makmur, 2011, Efektivitas Kebijakan Pengawasan. PT. Refika Aditama, Bandung,
hlm.176

14 M. Manullang, 1977, Dasar-dasar Management, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 136



17

Pada hakekatnya, pandangan Manullang di atas juga menekankan bahwa
pengawasan merupakan suatu proses dimana pekerjaan itu telah
dilaksanakan kemudian diadakan penilaian apakah sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan ataukah terjadi penyimpangan?
penyimpangan, dan tidak hanya sampai pada penemuan penyimpangan
tetapi juga bagaimana mengambil langkah? langkah perubahan dan
perbaikan sehingga organisasi tetap dalam kondisi yang sehat.

Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah definisi
pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala
sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukan
(menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan
maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.'

Sondang P. Siagian mengatakan bahwa pengawasan adalah
proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih mejamin
bahwa semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai.'¢

Kendatipun banyak ahli manajemen berbeda pendapat dalam
mengemukakan defenisi pengawasan namun pada hakikatnya
pengawasan secara umum dapat didefenisikan sebagai cara suatu
organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efesien, serta lebih jauh

mendukung terwujudnya visi dam misi organisasi. Pengawasan efektif

15 Victor M. Situmorang & Jusuf Juhir, 1994, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Rineka
Cipta, Jakarta, him. 20
16 Sondang P. Siagian, 2007, Fungsi-Fungsi Manajerial, Bumi Aksara, Jakarta, him. 125
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membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang
direncanakan utnuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut

berlangsung sesuai dengan rencana.

c. Teori Pemilihan Umum

Sarbaini menyatakan bahwa Pemilu merupakan arena
pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang
dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum pemilu
merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan
pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan
sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya
di pemerintahan.'’

Dari hal ini dapat dikatakan bahwa sebuah negara yang menganut
sistem demokrasi harus melaksanakan pemilu. Pemilu merupakan cara
rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan bernegara.
Rakyat akan memilih wakil-wakilnya yangakan menjadi pejabat publik
dibidang legislatif dan eksekutif ditingkat daerah dan juga pusat.
Sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat pelaksanaan pemilu
harus dilaksanakan secara langsung, umum, bersih, jujur dan adil untuk
mewujudkan sebuah pemerintahan yang sah, adil dan melaksanakan

aspirasi dan kepentingan masyarakat.

17 Afan Gafar, 2006, Politik Menuju Transisi Demokrasi, Pustaka pelajar, Yogyakarta,
hlm. 255
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Tujuan penyelenggaraan pemilu ada empat yaitu :'*
a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan
pemerintahan secara tertib dan damai;
b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan
mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;

d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Indonesia yang juga menganut sistem demokrasi juga meletakkan
pemilu sebagai salah satu elemen pelaksanaan demokrasi. Pasal 22
EUUD 1945 menjadi pijakan aturan tentang pemilu di Indonesia. Selain
Pasal 22 E UUD 1945, ketentuan lain yang mengatur tentang pemilu
juga dituangkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi :
“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara
demokratis.” Pasal ini memperluas pemilu dimana tidak hanya sebatas
untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif
namun juga memilih kepala daerah.

Pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sekali sesuai dengan yang
tercantum dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945, menunjukkan bahwa
pelaksanaan pemilu dilakukan secara berkala. Hal ini disebabkan seiring

berjalannya waktu kehiduan masyarakat mengalamiperubahan.

18 Jimly Assiddiqie, 2016, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Press, Jakarta,
hlm. 418
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Perubahan itu bisa terjadi karena banyak faktor, baik faktor intern
maupun faktor ekstern yang secara tidak langsung akan mengubah
pandangan dan aspirasi masyarakat tentang kebijakan negara. Maka dari
itu pemilihan umum dilaksanakan secara berkala agar terjadi pergantian
kepemimpinan negara yang dapat mengikuti perubahan yang terjadi
supaya aspirasi dan kebutuhan warga negara terpenuhi.

Di Indonesia pelaksanaan pemilu dilaksanakan oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU). Keberadaan KPU sebagai lembaga
penyelenggara pemilu telah diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945, dimana
KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu bersifat Nasional, Tetap,
dan Mandiri, hal ini menunjukkan bahwa KPU merupakan lembaga
Independen, selain independensi dari KPU diperlukan juga adanya
independesi Lembaga Pengawas Pemilu, keberadaan lembaga
pengawas ini untuk mengawasi jalannya pemilu agar tidak terjadi
kecurangan dan pelanggaran.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang
Pemilu, bahwa lembaga pengawas ini dilakukan oleh Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Mengenai
kedudukan, wewenang , tugas dan fungai Bawaslu telah diatur secara
rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan peraturan

perundang-undangan terkait lainnya.
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d. Teori Peranan

Menurut Soejono Soekanto Peran adalah proses dinamis
kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu
peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk
kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan
karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.'’

Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikatakan pada
individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang
harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang
diharapkan oleh masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam
peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini
sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya
bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh
masyarakat kepadanya.

Menurut Soerjono Soekanto, peranan mencakup 3 (tiga) hal
yaitu: 2°
1)  Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi

atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini

19 Soerjono Soekanto, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, edisi baru, Rajawali Pers, Jakarta,
hal. 212 - 213

20 Soerjono Soekanto, 2002, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
hlm. 244
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merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing
seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;

2)  Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan
oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;

3) Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang
penting bagi struktur sosial masyarakat.

Teori peranan menggambarkan interaksi sosial dalam
kriminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang
ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran
merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku
dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini seseorang yang
mempunyai peran tertentu misalnya sebagai pengacara, dokter, guru,
orangtua, anak, wanita, pria dan lain sebagainya, diharapkan agar

seseorang tersebut berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

2. Kerangka Konseptual
a. Kedudukan
Kedudukan berarti status dan kedudukan juga diartikan sebagai
tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, Kedua
istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan
kedudukan (status) saja. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat
seseorang dalam suatu tempat tertentu. Kedudukan dapat juga diartikan

sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan. Dimana
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orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau

statusnya di tempat seseorang tersebut tinggal.

. Badan Pengawas Pemilihan Umum

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu Penyelenggara Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara
pemilu sebagai kesatuan fungsi. Berdasarkan pasal tersebut, dapat
dipahami bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah satu dari
tiga lembaga penyelenggara Pemilu.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu didefinisikan sebagai lembaga
penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tindak Pidana Pemilu

Pada dasarnya istilah tindak pidana pemilu mempunyai
terminologi yang sama dan merupakan bagian dari pengertian tindak
pidana secara umum. Pengertian istilah tindak pidana Pemilu
merupakan spesifikasi dari pengertian tindak pidana secara umum,
yang berarti perbuatan tersebut hanya terkait dengan perbuatan pidana
yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu, atau berhubungan dengan
pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu, sebagai bentuk perbuatan

melawan hukum terhadap undang-undang pemilu. Tindak pidana
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pemilu adalah tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan

pemilu.?!

d. Sentra Penegakan Hukum Terpadu
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetang Pemilu
Pasal 486 ayat (1) Sentra Gakkumdu dibentuk untuk menyamakan
pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu,
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik

Indonesia.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah
dengan menggunakan metode yuridis normatif (legal research). Jenis
penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang menelaah hukum
sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif
atau penelitian hukum tertulis. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan
cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang
menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf
sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas di dalam
Tesis ini, sehingga dalam penelitian ini juga digunakan metode penelitian

empiris untuk mendukung penerapan aturan yang berlaku di Indonesia.

21 Topo Santoso, Op.Cit, hlm.5
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2. Pendekatan Masalah
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
pendekatan undang-undang (Satute Approach) dengan menelaah semua
undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang
sedang diteliti. Untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk mencari ratio logis dan dasar ontologis
lahirnya undang-undang tersebut. Penelitian akan melihat konsistensi antara

regulasi satu dengan yang lainnya.

3. Sumber Data/Sumber Bahan Hukum
Sumber data yang dipergunakan penulis dalam penulisan Tesis ini
adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari
studi kepustakaan (/ibrary research) yang merupakan bahan ilmu
pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :
a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan:

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,;

3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penylenggaraan
Pemilihan Umum;

4) Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 11/PUU-VIII/2010,
Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang
Penyelenggara Pemilu;

5) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023Tentang

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
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6) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan
bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami
bahan hukum primer antara literatur dan referensi, misalnya artikel-
artikel ilmiah, buku-buku, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan
masalah Penegakan Hukum Pidana Pemilu.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus,

bibliografi, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum
Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data-data
sekunder. Sehubungan dalam hal ini penulis melakukan serangkaian
kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip
buku-buku atau referensi dan menelaah peraturan perundang-undangan,
dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan
yang ada di dalam Tesis ini. Sedangkan data perimer diperoleh melalui

wawancara yang pertanyaannya sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

5. Teknis Analisis Data/Bahan Hukum
Analisis data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan
data ke dalam bentuk kalimat yang sistematis sehingga memudahkan untuk

menarik kesimpulan dan menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan
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Tesis ini. Penarikan kesimpulan itu dimaksudkan agar ada pengrucutan hasil

penelitian yang dilakukan dengan cara pembuatan penulisan dengan metode

khusus umum, maksudnya yaitu cara berfikir yang didasarkan atas fakta-

fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara

umum, dimaksudkan untuk mendapatkan apa yang disimpulkan penulis dan

mengajukan saran.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan akan disusun sebagai berikut :

BAB1

BABII

BAB III

Pendahuluan, yang memuat, latar Dbelakang masalah,
permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian,
kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan
sistematika penulisan.

Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari Tinjauan Umum Tentang
Pemilihan Umum, asas Pemilihan Umum, Sistem Pemilihan
Umum, lembaga penyelenggara Pemilihan Umum, Tindak
Pidana Pemilihan Umum, dan Sentra Penegakan Hukum
Terpadu.

Hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan tentang
Bagaimanakah sebenarnya kedudukan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu
(GAKKUMDU) pada Proses penanganan tindak pidana Pemilu

serta Apakah peran Badan Pengawas Pemilihan Umum
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(Bawaslu) Dalam Proses penanganan tindak pidana Pemilihan
Umum.

BAB IV Penutup yang menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan
pembahasan pada pokok permasalahan di atas, dan saran sebagai
suatu rekomendasi dari hasil penelitian dan pembahasan.
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